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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka kinerja pegawai Di Kantor Desa 

Wuakerong dalam memberikan pelayanan administrasi yaitu pelayanan surat-menyurat belum 

maksimal. Hal ini dapat dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Kesederhanaan Pelayanan 

Prosedur pelayanan pada Kantor Desa Wuakerong sudah berjalan cukup baik. Bahwa 

segala prosedur pelayanan semuanya mudah dan prosesnya tidak berbelit-belit. Namun 

yang masih menjadi kendala ialah tidak adanya papan informasi terkait alur prosedur 

pelayanan yang dapat dibaca oleh masyarakat desa. 

2. Kejelasan dan Kepastian pelayanan 

Kepastian waktu dalam pelayanan administrasi pada Desa Wuakerong belum optimal. 

Dimana seringkali, administrasi yang dibutuhkan masyarakat tertunda untuk diselesaikan, 

bahkan masyarakat diminta besok harinya untuk mengambil administrasi yang 

dibutuhkan. 

3. Kenyamanan pelayanan  

Kenyamanan pelayanan administratif pada Kantor Desa Wuakerong Sudah optimal. 

Bahwa pegawai sebagai penyedia layanan harus lebih memperhatikan kenyamanan untuk 

penggunaan layanan. 

4. Keterbukaan Pelayanan 
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Informasi yang diberikan oleh pegawai  pada Kantor Desa Wuakerong sudah optimal. 

Dimana sikap para pegawai sangat terbuka dalam memberikan informasi pelayanan 

administrasi kepada masyarakat. 

5. Efisiensi Pelayanan. 

Kecepatan pelayanan administrasi pada Kantor Desa Wuakerong masih belum optimal. 

Menurut analisis peneliti, dengan tidak cepatnya pelayanan administrasi yang diberikan 

maka akan menumpuk pekerjaan administrasi lainya yang dibutuhkan oleh masyarakat 

sehingga pelayanan administrasi tidak akan berjalan optimal. 

6. Ekonomis Pelayanan  

Kepastian biaya dalam pelayanan administrasi di Kantor Desa Wuakerong tidak dipungut 

biaya. bahwa benar-benar masyarakat tidak dikenakan biaya dalam pengurusan 

administrasi. 

6.2 Saran 

1. Kesederhanaan Pelayanan 

Kepada pemerintah Desa Wuakerong agar mempertahankan konsistensi terhadap 

prosedur pelayanan yang mudah. 

2. Kejelasan dan Kepatian pelayanan 

Kepada pemerintah Desa Wuakerong untuk memperhatikan kembali serta merubah 

kepastian jadwal pelayanan yang masih sering tertunda. 

3. Kenyamanan pelayanan 

Kepada Pemerintah Desa Wuakerong agar tetap mempertahankan konsisten terhadap 

kenyaman dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat. 

4. Keterbukaan Pelayanan 
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Kepada Pemerintah Desa Wuakerong agar tetap mempertahankan  konsistensi 

terhadap keterbukaan pelayanan dalam memberikan informasi 

5. Efisiensi Pelayanan 

Kepada Pemerintah Desa Wuakerong agar memperbaiki terkait kecepatan pelayanan 

administrasi sehingga masyarakat tidak menunggu lama pelayanan yang diberikan. 

6. Ekonomis Pelayanan 

Kepada Pemerintah Desa Wuakerong agar mempertahanan terkait kepastian biaya 

yang tidak dipungut agar masyarakat pelayanan yang diberikan lebih optimal. 
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